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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 16/HK.03.1-

Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN 

TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020 

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 

2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan 

Tata Tertib Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; 

 Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib sebagaimana 

dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan 

dan Tata Tertib Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah: 

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara 

RI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, tcrakhir dengan UU No. 10 Tahun 

2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara RI No. 

5898);  

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; 

PKPU No. 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

PKPU No.12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata 
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Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kolompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi lndependen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2020. 

SE KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. 

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 

16/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020 DIATUR TENTANG : 

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi 

Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku. 

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah 

segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan 

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat 

kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini. 

-   Lampiran 2 Halaman 


